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ABSTRAK

Anak jalanan merupakan anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di
jalanan baik itu masih memiliki keluarga maupun tidak. Fenomena merebaknya
anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup
menjadi anak jalan memang bukan suatu pilihan yang diharapkan dan
menyenangkan, karena mereka berada di dalam kondisi yang kurang bermasa
depan jelas dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak
pihak mulai dari keluarga, masyarakat maupun Negara. Anak jalanan harus
dilindungi dari tindakan diskriminasi maupun eksploitasi. Perlindungan terhadap
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dijelaskan
dalam hukum Islam. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan kurang begitu
besar dan solutif sehingga mereka kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak
yang harus dilindungi dan dididik dengan baik.

Berkaitan dengan hal diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut
tentang Tuntunan Melindungi Anak Jalanan (UU No 35 Tahun 2014 dan Hukun
Islam). Penyusunan yang digunakan penyusun menggunakan metode penelitian
kepustakaan (library research) dalam ruang lingkup pendekatan yuridis dan
normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, nash juga kaidah-
kaidah figh yang ada sebagai dasar untuk menjelaskan bagaimana tinjauan UU
No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 dan hukum
Islam terhadap tuntunan melindungi anak jalanan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntunan melindungi anak jalanan di
Indonesia dengan memenuhi hak-hak mereka yaitu hak hidup, hak pendidikan,
hak kesehatan, hak beragama, hak sosial dan hak untuk mendapakan bantuan dan
perlindungan hukum. Begitu juga menurut hukum Islam,perlindungan anak diatur
di dalamnya, sejak anak masih berada dalam kandungan sampai anak itu
dilahirkan. Dari kedua sistem hukum tersebut, terdapat perbedaan dan persamaan:
perbedaannya mencakup hak perlindungan anak, dimana menurut hukum Islam
anak mendapatkan hak perlindungan sejak ia masih dalam kandungan sedangkan
dalam UU No. 35 Tahun 2014 anak baru mendapatkan hak perlindungan ketika
sudah lahir. Selain itu ada aspek pendidikan, dimana dalam Islam pendidikan
merupaka suatu kewajiban bagi orang tua sedangkan dalam UU No. 35 Tahun
2014, anak mendapatkan hak pendidikan dasar selama 9 (Sembilan) tahun.
Perbedaan ketiga dalam aspek hak asuh anak, dalam Islam hak asuh anak harus
diberikan kepada keluarga dahulu sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014, jika
orang tua lalai maka hak asuh dicabut dan lembaga masyarakat, keluarga, atau
pejabat yang berwenang berhak mengajukan permohonan ke pengadilan. aspek
lainnya yaitu lembaga yang khusus menangani perlindungan anak, dalam Islam
tidak terdapat lembaga yang khusus untuk masalah perlindungan anak, sedangkan
dalam UU No. 35 Tahun 2014 terdapat KPAI (Komisi Perlindungan Anak Islam)
yang khusus menangani perlindungan anak. Persamaan dari kedua sistem hukum
tersebut adalah tujuan tercapainya keadilan sosial dan mengedepankan bagaimana
masa depan anak tersebut.

Kata kunci: anak jalanan, figih perlindungan anak, hukum Islam, hukum positif
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PEDOMAN TRANLITERASI ARAB —-LATIN
Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan
0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif d”ar;ig:r‘fgkan tidak dilambangkan
< Ba' B Be

< Ta' T Te

& Sa’ S es titik di atas

z Jim J Je

c Ha' H ha titik di bawah
z Kha' Kh ka dan ha

2 Dal D De

A Zal Z zet titik di atas

J Ra’ R Er

J Zai z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o Sad S es titik di bawah
Ui Did b de titik di bawah
k 7a’ T te titik di bawah
k Zi Z zet titik di bawah
¢ '‘Ayn koma terbalik (di atas)
d Gayn G Ge




s Fa' F Ef
S Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
Jd Lam L El
B Mim M Em
O Niin N En
g Waw W We
o Ha' H Ha
e Hamzah T Apostrof
$ Ya Y Ye
B. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap:
Claia Ditulis muta‘agqidin
83 Ditulis ‘iddah

C. Ta' marbiitah di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

A Ditulis hibah

L Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa
Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

A Aans Ditulis ni'matullah

hdll 318 Ditulis zakatul-fitri

D. Vokal pendek

(fathah) ditulis a S Daraba
| (kasrah) ditulis i agd fahima
dammah) ditulis u =S kutiba




E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)

Lhals Ditulis Jjahiliyyah
2. fathah + alif maqsir, ditulis a (garis di atas)
(S Ditulis vas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis 1 (garis di atas)
e Ditulis Majid

4. dammah + wau mati, ditulis @i (dengan garis di atas)

s Ditulis Furid
F. Vokal rangkap:
1. fathah + ya mati, ditulis ai
A Ditulis Bainakum
2. fathah + wau mati, ditulis au
JsA Ditulis Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

il Ditulis a'antum
Sy Ditulis u'iddat
IS Al Ditulis la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

BB

Ditulis

al-Qur'an

obadl)

Ditulis

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah

yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya




el Ditulis asy-syams

el Ditulis as-sama'’

Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan
(EYD)
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

a5 Al 5 50 Ditulis zawi al-furiid

Jadl Ja) Ditulis ahl as-sunnah
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KATA PENGANTAR

e AV e A

PR

il e AS) g BOaly il Ol dasa &1 gl 3 A0 ) Al Y & Sl (caltad) Gy A daali
A5 Gl Gadl 4diag All e Gt Jally Ll

Atas rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan seluruh pihak
yang membantu serta mendo’akan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas
akhir yang berjudul “FIQIH PERLINDUNGAN ANAK JALANAN
(UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM)”,
sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program
studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah
memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-

materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr.
KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., beserta staf dan jajarannya.

3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari’ah
dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Sri Wahyuni, M.Ag.,

M.Hum.

Xii



Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas
Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak H. Wawan
Gunawan, M.Ag dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Hj. Ro’fah, M.A., Ph.D. yang telah sabar
membimbing  penyusun, semoga Allah senantiasa = memberikan
kemanfaatan ilmu dan diberikan kesehatan jasmani dan ruhani.

. Staff Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu
penyusun dalam proses administrasi.

. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Ali Sodigin. M.Ag. serta
seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

. Orang tua tercinta, Papih (H. Baehagi) dan Mamih (Hj. Uripah), yang
senantiasa bersabar, selalu memberi dorongan bagi penyusun, kepada
kakak-kakak (Kalim Baehaqi, M.Ag & Malihatul Ulfiyah, S.Pd), dan
seluruh keluarga besar.

Para guru yang telah mendidik penyusun, dari keluarga besar MI
Islamiyah Juntinyuat, MtsN 2 Cirebon, MAN 2 Cirebon dan keluarga

besar Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

Xiii



10. Pimpinan serta teman-teman keluarga besar Pondok Pesantren Wahid
Hasyim Yogyakarta sebagai tempat belajar yang nyaman dan penuh
keteduhan.

11. Teman-teman tahfidz 3 yang selalu mensupport dalam keadaan apapun
Sirly, Kak Ainas, Fathia, Mba Dewi, Mba Ima dan lain-lain yang tidak
bisa disebutkan satu persatu.

12. Kepada teman berbagi cerita dan bertukar pikiran Fikri, Silmi, Humairah,
Yeni, Azmi, Melyssa dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Terimakasih atas bantuannya selama ini.

13. Teman-teman KKN serta warga KKN, pahit manis menjadi pelajaran
hidup yang berharga selama pelaksanaan KKN berlangsung.

14. Teman-teman PM 14, sejauh manapun melangkah jangan lupakan proses

yang dilalui bersama.

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1440 H
19 November 2018 M

Penyusun,

lis Istigomah
NIM. 14360016

Xiv



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....cooiiiiiie e i
ABSTRAK ... I
HALAMAN PERNYATAAN ...t I
HALAMAN PERSETUJUAN ..ottt v
HALAMAN PENGESAHAN ..ottt v
HALAMAN MOTTO ..o vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ..o vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....cccooiiiiieee e vii
KATA PENGANTAR ..ot Xii
DAFTAR ISL .o XV

BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah................ccccooiviiiiiiiicicscecece e, 1

B. RUMUSAN MaSAIAN..........c.oooiiii e 9
C. Tujuan dan KEQUNAAN ...........cc.cccvevieiieiieeieeeete s s 9
D. Telaah PUSEAKA.........c..cvuririiiieccee e 10
E. Kerangka TEONEIK ...........ccccvoiueiiieiieiicece e 13

XV



F. MEtOde PENEIITIAN ... .. .ottt ettt ee e 16

G. Sistematika PEMDANASAN ........o.v oottt 19

BAB Il PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRESPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMER 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMER 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

A. Konsep Perlindungan ANaK ..., 21
B. Gambaran Umum UU RI No. 35 Tahun 2014 ..., 27
C. HaK-HaK ANAK ..........ccooiiiiiieiieiiceee et 34

D. Konsep Anak Jalanan.................cooiiiiiiiieceeee e 38

BAB |1l PERLINDUNGAN ANAK JALANAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tugas dan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak dalam Islam ...................... 52
B. Perlindungan Anak Jalanan Menurut Hukum Islam...........ccccocveiiiiniiocnnee, 58
C. Hak-Hak Anak Dalam IS1am .........ccccoiiiiniiceeeecsse s 62
D. Konsep Al-Lagit Dalam Figih Islam Dengan Anak Jalanan.................. 68
E. Penanganan dan Pemeliharaan Anak Jalanan Menurut Hukum Islam......... 73

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TUNTUNAN MELINDUNGI ANAK
JALANAN DALAM UU RI NO. 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM
ISLAM

A. Konsep Perlindungan Anak Jalanan dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan
HUKUM ISIAM. ..o 77
B. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Anak Jalanan UU No. 35 Tahun
2014 dan HuKum IS1am........cccoiiriiiiiiiiisiie e 82

XVi



BAB V PENUTUP

AL KESTMPUIAN ... 89
B. SAIaN-SAIaN ..........ccooiiiiiiiiie s 92
DAFTAR PUSTAKA ..ottt 9
LAMPIRAN-LAMPIRAN
TeIJEMANAN ... I
CUITICUIUM VT8 ..o v

XVii



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanat yang diberikan oleh Allah
kepada orang tua untuk dipelihara dan dididik, yang nantinya
akan menjadi generasi penerus yang lebih baik. Dilihat dari
sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris
sekaligus potret masa depan suatu bangsa sehingga setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak
kekerasan dan diskriminasi.® Perhatian terhadap anak
merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, tidak hanya
kepada orang tua melainkan kepada pemerintah atau bangsa
terutama dalam masalah penyediaan fasilitas  bagi
pertumbuhan dan pendidikan anak. Penegakan hak anak
sebagai manusia dan anak, ternyata masih sangat
memprihatinkan. Hal ini terlihat dengan adanya anak yang
dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Sistem
perlindungan anak pun masih menampilkan kesenjangan
antara undang-undang perlindungan anak yang ada dengan
implementasi dari undang-undang tersebut, itu dikarenakan
belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma-norma hukum

serta belum maksimalnya penegakan hukum anak.?

1 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak
di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), him. vii

2 Muhammad Joni dan Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak
dalam Prespektif Konfensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), him. 5

1
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Secara umum pengertian anak yang dipahami oleh
masyarakat umum adalah keturunan dari ayah dan ibu.®
Walaupun jika dilihat dari kacamata hukum anak hasil dari
hubungan yang tidak sah tetap dinamakan anak. Dalam
berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak
terdapat pengaturan yang tegas tentang Kriteria anak. Lain
peraturan perundang-undangan lain pula kriteria anak. Pasal
330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan
bahwa anak belum dikatakan dewasa apabila belum mencapai
umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah
kawin. Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, menentukan bahwa pengusaha dilarang
mempekerjakan anak. Anak adalah orang yang berumur di
bawah 18 (delapan belas) tahun.*

Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum
dewasa apabila seseorang itu belum menikah dan berdiri
sendiri masih belum terlepas dari tanggung jawab orang tua.’
Hukum adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah
dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukurannya yang di pakai

adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang

Pustaka,

% WJS. Poerdaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
1992), him. 38-39

4 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), him.

37

5 Hilman Hadikusuma, Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, (Bandung: Citra

Aditya Bakti, 1993), him. 11
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disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dan dapat mengurus
kekayaan sendiri.®

Dalam HPI (Hukum Perkawinan Islam), pengertian
anak adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan
dan masih dibawah kekuasaan atau pengawasan orang tuanya,
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan.” Sedangkan
dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 98 ayat 1 bahwa
batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa
adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut
tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah
melangsungkan perkawinan.®

Beberapa kelompok anak masih ada anak yang belum
terpenuhi hak-haknya, seperti halnya hak mendapatkan
pendidikan, hak beragama, hak mendapatkan perlindungan
hukum, bahkan ada anak-anak yang telah dilanggar hak-
haknya, mereka adalah anak yang hidup di jalanan atau biasa
disebut ANJAL (anak jalanan). Adanya anak jalanan
merupakan sebuah bukti bahwa masih ada orang tua yang
tidak mampu menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai

orang tua, sehingga anak rentan menjadi korban perdagangan

8 Ibid him. 39
7 Pasal 47, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

8 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan. (Jakarta:
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Islam, 2001), him. 50
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anak, bahkan ada yang menjadi korban eksploitasi dari orang
tuanya sendiri.

Anak jalanan merupakan potret nyata bahwa
pemerintah masih belum sepenuhnya tuntas dalam mengatasi
masalah sosial berupa anak terlantar. Anak jalanan merupakan
salah satu kelompok yang paling rentan terhadap proses
perubahan sosial politik dan ekonomi yang tengah
berlangsung. Ketidakmampuan orang tua, masyarakat dan
pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial yang terbaik
untuk anak-anak merupakan salah satu faktor terhambatnya
proses tumbuh kembang anak secara wajar.

Permasalahan seputar anak jalanan masih menjadi
perbincangan dan perdebatan yang sangat menarik. Sehingga
banyak muncul perbedaan pendapat, ada yang mendukung
keberadaan anak jalanan dan ada pula yang menolak
keberadaan mereka dengan berbagai alasan. Dalam kaitannya
dengan persoalan perlindungan hukum, Undang-Undang Dasar
1945 sebenarnya telah mengatur sejumlah ketentuan tentang
Hak Asasi yang berkaitan dengan Hak Anak, yaitu: Pertama,
Pasal 34 menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar
dipelihara oleh negara. Kedua. Pasal 31 ayat (1) yang
menyebutkan tiap warga negara berhak mendapatkan
pengajaran dan ayat (2) pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang
diatur dengan Undang-Undang. Ketiga, pasal 27 ayat (1)
menyebutkan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung
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hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan
ayat (2) menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Ketiga hal tersebut merupakan tanda bahwa pemerintah yang
bertanggung jawab atas anak yang terlantar.®

Negara dalam hal ini, sebagai institusi yang
bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya termasuk
di dalamnya anak, negara sangat berwenang untuk melakukan
tindakan ataupun kebijakan dalam rangka kesejahteraan anak
termasuk di dalamnya anak jalanan. Sehingga banyak muncul
perbedaan pendapat, ada yang mendukung keberadaan anak
jalanan dan ada pula yang menolak keberadaan mereka, karena
lingkungan kehidupan mereka yang keras.

Pengadaan kesejahteran anak merupakan suatu
kewajiban atas setiap anggota masyarakat yang harus
disadarkan pada setiap anggota masyarakat.'® Menjadi anak
jalanan pastilah tidak dikehendaki oleh siapa pun termasuk
anak jalanan itu sendiri. Keberadaan mereka sering menjadi
ancaman untuk masyarakat yang merasa resah dengan
keberadaan anak jalanan, karena masyarakat mempunyai
sebuah pandangan yang buruk terhadap anak jalanan sehingga
muncul pencitraan yang kurang baik bagi anak jalanan. Akan
tetapi, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum

begitu besar.

him. 7

¥ Pasal 34 UUD 1945

10 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Bandung: Nuansa, 2006),
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Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia
merupakan persoalan yang komplek, karena keberadaan anak
jalanan pun tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat,
apalagi di daerah perkotaan. Dan salah satu faktor yang paling
dominan mempengaruhi permasalahan anak jalanan ini adalah
kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan
dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri
sesuai dengan taraf mental maupun spiritual dalam kelompok
tersebut. !

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk
mengentaskan anak jalanan dengan mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak
sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia
yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dari sudut pandang agama sesungguhnya tidak terlalu
banyak dikupas tentang hukum anak jalanan. Hal itu

dikarenakan pada zaman Nabi atau pada masa perkembangan

1 Mujiburrohman Am, “Pelindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di
Indonesia,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009), him. 8
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Islam, jarang sekali ditemui realita tentang anak jalanan.
Namun Allah telah mengatur hak anak-anak sejak anak di
dalam kandungan sampai anak dilahirkan di dunia. Hak-hak
itu menyangkut pengasuhan, perhatian, etika, dan pendidikan
yang harus diemban oleh orang-orang yang mempunyai
tanggung jawab baik keluarga, masyarakat, maupun negara.
Islam menetapkan prinsip kepedulian terhadap orang miskin
dan anak-anak terlantar.

Di dalam Al-Qur’an dijelaskan pemeliharaan anak
adalah tanggung jawab bagi orang tuanya sebagaimana
tersebut dalam ayat:

ASalelgales jlaall 5 alililas g8 ol U aSulal g aSdil) sl sial cpalitgally

12005 05k O slaiy s ot salle db) () semniValad 1aDle

Ayat tersebut menegaskan bahwa Kkita harus
memelihara diri sendiri dan keluarga termasuk di dalamnya
adalah anak. Fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap
anak pada hakikatnya yaitu ada dua macam yang pertama
orang tua sebagai pendidik dan kedua orang tua sebagai
pengayom. Namun dalam kenyataannya tidak semua orang tua
mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk
memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan anak. Hal seperti ini mengakibatkan anak
menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
Selain itu belum terlindungnya anak-anak dari kekerasan dan

eksploitasi anak, sehingga banyak anak-anak yang hidupnya

12 At-Tahrim (66): 6
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menjadi terlantar dan tidak mendapatkan kesempatan
memperoleh pendidikan yang memadai. Sedangkan anak
merupakan penerus bangsa yang mempunyai hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi.

Islam tidak hanya menjaga Undang-Undang, tetapi
Islam juga menjaga hati nurani. Artinya pengentasan terhadap
nasib anak jalanan bukan hanya diatur dan dibebani oleh
Undang-Undang, tetapi diserahkan kepada masyarakat dengan
nilai-nilai  kemanusiaan. Ajaran Islam meletakkan dua
landasan utama permasalahan anak. Pertama, tentang
kedudukan dan hak-hak anak. Kedua, tentang penjagaan dan
pemeliharaan atas kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
terdapat beberapa isi di dalamnya yang berbeda dengan prinsip
Hukum Islam. Konsep pemenuhan hak anak dalam Undang-
Undang lebih mengarah pada hak anak dalam bidang sosial
setelah anak dilahirkan, sedangkan dalam Islam hak anak
diatur lebih rinci, dari anak berada dalam kandungan sampai
anak dilahirkan. Selain itu juga permasalahan dalam mencari
pengganti keluarga atau adopsi untuk anak jalanan tidak
sejalan dengan hukum Islam.

Dari pemaparan di atas, maka penyusun merasa tertarik
untuk membahas lebih jauh bagaimana konsep upaya
perlindungan terhadap anak jalanan menurut Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah
dipaparkan di atas, maka penyusun perlu untuk membahasnya
melalui beberapa hal yang menjadi objek kajian permasalahan
dalam penelitian ini dan mengangkat pokok permasalahan
sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tentang tuntunan perlindungan anak
jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

dengan Hukum Islam?

2. Apa yang menjadi perbedaan dan persamaan antara
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan Hukum

Islam dalam tuntunan perlindungan anak?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui konsep Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang tuntunan perlindungan anak

jalanan

b. Untuk mengetahui konsep hukum Islam terhadap

tuntunan perlindungan anak jalanan.

c. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan
pandangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
dan hukum Islam dalam permasalahan tuntunan

perlindungan anak jalanan.
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2. Kegunaan penelitian:

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam
khasanah ilmu pengetahuan tentang suatu kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sesuai dengan
Hukum Perlindungan Anak

b. Dapat menumbuhkan kesadaran dari berbagai pihak
untuk lebih memperhatikan kesadaran berbagai pihak
untuk lebih memperhatikan masalah kesejahteraan
anak jalanan, yang selanjutnya diharapkan terciptanya
keberlangsungan hidup yang terjamin bagi generasi
penerus bangsa.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas tentang perlindungan anak
jalanan bukanlah penelitian yang baru, setidaknya penyusun
menemukan skripsi, jurnal dan buku yang berkaitan dengan
perlindungan anak jalanan, sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Musyarofah, yang berjudul
“perlindungan anak jalanan (Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam).”*?
Skripsi ini membahas konsep perlindungan bagi anak jalanan
menurut Perda DI'Y Nomor 6 Tahun 2011 dengan konsep yang
ada dalam hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan bahwa

bagaimana pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

13 Musyarofah, “Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)”, skripsi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2015).
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memberikan  perlindungan  terhadap  anak  jalanan,
pemberdayaan, dan penitikberatan pada upaya pemenuhan
hak-hak anak dengan pendekatan pada anak jalanan,
sedangkan menurut hukum Islam sendiri konsep perlindungan
bagi anak jalanan itu sama dengan konsep perlindungan anak
pada umumnya dalam hukum Islam, yaitu telah diatur sejak
anak masih dalam kandungan sampai anak dilahirkan.
Walaupun memiliki kesamaan dalam konsep sudut pandang
yang ditulis oleh penyusun yaitu hukum Islam, akan tetapi
konsep sudut pandang yang lain berbeda dengan sudut
pandang dalam penelitian yang dilakukan oleh Musyarofah.
Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan disusun ini
adalah lebih fokus pada konsep perlindungan anak jalanan
menurut pemerintah negara melalui Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Mujiburrohnman
yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan
di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam.”'* Di dalam
skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap
perlindungan hukum anak jalanan di Indonesia. Skripsi ini
menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak
jalanan di Indonesia pada hakikatnya menurut hukum Islam

sudah didasari oleh prinsip-prinsip ideal Islam yang sudah

14 Mujiburrohman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di
Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2009).
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tertera dalam nash Al-Qur’an, dan sudah sejalan dengan
jawaban Islam dari kaca mata figh yang menitikberatkan pada
pencegahan terhadap kehancuran, dan mengutamakan keadilan
dan kemaslahatan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini
adalah adanya perbandingan hukum dalam konsep
perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 dengan hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Sofiyatun Ni’mah yang
berjudul “Hak Asuh Anak Jalanan Studi Komparasi Antara
UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan
Hukum Islam (Studi Kasus di Rumah Singgah Ahmad Dahlan
Yogyakarta).”®® Skripsi ini menggunakan metode studi
lapangan yang membahas tentang penyelenggaraan dan
peaktik hak asuh anak jalanan dalam UU No. 23 Tahun 2002
dan hukum Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan
Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan penyelenggaraan hak
asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan
Yogyakarta melalui program pendampingam, bimbingan,
pemeliharaan, kesehatan dan perlindungan anak, selain itu juga
menjelaskan persamaan dan perbedaan praktik dalam
pengasuhan anak jalannan menurut UU No. 23 Tahun 2002
dengan hukum Islam. Adapun perbedaan dengan penelitian
yang akan disusun ini adalah lebih global pada perlindungan

anak jalanan dan dalam penelitian penyusun menggunakan

15 Sofiyatun Ni’mah,”Hak Asuh Anak Jalanan Studi Komparasi Antara UU
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus di
Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta), Skripsi Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga (2011).
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Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang telah
diperbaharui yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dari beberapa skripsi di atas yang telah dijadikan
telaah pustaka dan dapat menjadikan sebuah rujukan bagi
penulis. Memang telah banyak yang membahas permasalahan
anak jalanan akan tetapi objek penelitian yang berbeda, begitu
juga skripsi yang disusun oleh penyusun juga mempunyai
objek yang berbeda, dalam skripsi ini penyusun menitik
tekankan penelitian pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 atas perubahana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Dengan ini
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut
dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah
selanjutnya dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori,
konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian
yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk
pelaksanaan penelitian. Teori itu sendiri adalah seperangkat
konstruk, efinisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat
fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan
antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan

meramalkan fenomena.'®

16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabet, 2011), him. 52.
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Dalam penelitian ini penyusun mencoba menggunakan
beberapa teori untuk menganalisisnya. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui antar kesinambungan dari teori-
teori yang ada dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Teori Magasid Al-Syari’ah

Al-Magasid dapat dianggap juga sebagai sejumlah
tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang
melandasi proses al-Tasyri’ al-Islami (penyusunan hukum
berdasarkan  Syariat Islam), seperti prinsip keadilan,
kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian,
kemudahan, dan kesetiakawanan.!’

a. Memelihara agama atau keberagaman (¢pall Jads)

Agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam
agama Islam terdapat syariat yang merupakan hidup
seorang muslim baik dalam berhubungan dengan
Tuhannya maupun berhubungan dengan manusia lain dan
benda dalam masyarakat. Dengan demikian anak jalanan
berhak mendapatkan sebuah perlindungan ibadah sesuai
dengan agamanya, adanya jiwa toleransi dalam beragama
dan pergaulan, dan terdapat sikap tasamuh sesuai dengan

batasan yang digariskan oleh ajaran Islam.

17 Jaser ‘Audah, Al-Maqasid untuk Pemula, terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im,
(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), him. 5.
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b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (o4 Jada)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya
karena segala sesuatu di dunia ini bertumpu pada jiwa.
Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensinya
dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka untuk
mendapatkan  kemanfaatan. Menjaga jiwa berarti
menghargai hak manusia untuk hidup, termasuk
didalamnya perlindungan terhadap anak-anak.
Pemeliharaan jiwa disini mencakup pemenuhan terhadap
hak-haknya bagi anak jalanan.
c. Memelihara Akal (J&) 5ia)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi
kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan
hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena
itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.
Cara pemeliharaan akal bagi anak jalanan yaitu dengan
memberikan pendidikan bagi mereka, agar mereka tumbuh
dan berkembang menjadi anak yang baik untuk kemajuan
bangsa dan agama.
d. Memelihara Keturunan (Jedl) Bis)

Yang dimaksud keturunan disini adalah keluarga. Untuk
memelihara keluarga yang shahih itu Allah menghendaki
manusia itu melakukan perkawinan. Dengan adanya
perkawinan, anak menjadi tanggung jawab bagi orang tua
mereka sehingga anak tidak menjadi terlantar dan turun

kejalanan untuk mereka memenuhi kebutuhan hidup
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mereka. Selain itu, anak merupakan penerus bangsa dan
agama, maka agama Islam sangatlah memerhatikan hak-
hak yang harus anak-anak dapatkan agar menjadi anak
yang baik.

e. Memelihara Harta (Jw! Jais)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh
manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak
mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah SWT
menyuruh manusia untuk mewujudkan dan memelihara
harta. Anak sering digambarkan sebagai harta yang paling
berharga dan tidak ternilai bagi kedua orang tuanya.
Dengan demikian, anak haruslah dijaga dan dipelihara
dengan sebaik mungkin.
Teori Kaidah Figih
dalaaly bgia Lol o ala¥) G
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus
berorientasi kepada kemaslahatannya.”!8
Teori kaidah fikih ini menyatakan bahwa kemaslatan bagi
warga negara itu harus diprioritaskan bagi seorang pemimpin
atau pemerintahan dalam melakukan sebuah kebijakan.
Termasuk didalamnya tentang kemaslahatan bagi anak
jalanan, yang belum semuanya pemerintah tuntas dalam
permasalan pengentasan anak jalanan, karena anak jalanan

merupakan cerminan dari suatu negara itu seperti apa.

8 Pprof. H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2014), him. 15.
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F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan
adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif
adalah jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan
hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-
konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan
kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku,
peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang
berhubungan dengan skripsi ini. Sumber informasi dari
yuridis normatif ini adalah dari buku-buku hukum,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jurnal dan
literatur yang berkaitan atau relevan dengan kajian
perlindungan anak jalanan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dan
komparatif, yaitu mendeskripsikan semua data yang
diperoleh secara jelas dan rinci, menganalisa permasalahan
yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang ada. Dan
juga membandingkan tentang perlindungan anak jalanan
menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan

hukum Islam.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian di atas maka
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menelaah bahan pustaka yang tersedia, diantaranya
bahan yang bersifat primer yaitu: Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014, UUD 1945, al-Qur’an dan al-Hadits.

Bahan sekunder yakni bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai data primer seperti
rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil
karya dari kalangan hukum, serta kitab-kitab figh.

Bahan tersier yakni bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia,
dan artikel-artikel majalah maupun surat kabar yang
berhubungan denga topik yang sedang dibahas dalam
skripsi ini.

4. Analisis Data

Setelah data-data mengenai anak jalanan dan
muatan materi perundang-undangan ini terkumpul, maka
dilakukan analisa dan diagnosa sedemikian rupa, supaya
data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang
valid. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana
konsep perlindungan anak jalanan menurut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, serta
apa yang menjadi persamaan dan perbedaan antara

Undang-Undang  tersebut dengan Hukum  Islam.
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Selanjutnya data yang terhimpun dianalisa berdasarkan
pada aspek sosial. Dengan analisa seperti itu kemudian
didapatkan  suatu  kesimpulan  akhir = mengenai
Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan (Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014) prespektif hukum positif dan
Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan
skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan menjadi
lima bab dan melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan
penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab dan
di dalam bab terdapat sub bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi perlindungan anak jalanan menurut
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang meliputi dasar
pemikiran dan dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,
pengertian dan ruang lingkup anak jalanan, konsep anak
jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,
masalah pelanggaran hak-hak bagi anak jalanan, masalah yang
terjadi di Indonesia, dan upaya perlindungan penanganan anak
jalanan.

Bab ketiga, perlindungan anak jalanan menurut

Hukum Islam, yang meliputi tugas dan kewajiban orang tua
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kepada anak dalam Islam, perlindungan anak menurut hukum
Islam, hak-hak anak dalam Islam, konsep lagit dalam anak
jalanan, penanganan dan pemeliharaan anak jalanan menurut
hukum Islam.

Bab keempat, analisa perbandingan perlindungan anak
jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan
Hukum Islam, yang meliputi persamaan perlindungan anak
jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan
Hukum Islam, perbedaan perlindungan anak jalanan menurut
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari
kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian

penelitian ini.



BABV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan

mengenai tuntunan melindungi anak jalanan (UU RI No. 35

Tahun 2014 dan Hukum Islam), maka menghasilkan beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Konsep perlindungan anak jalanan menurut UU RI No. 35
Tahun 2014 adalah dengan pemenuhan hak anak yaitu hak
beragama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak di bidang
sosial seperti pemenuhan hak identitas, hak asuh anak, dan

hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Konsep perlindungan anak jalanan menurut hukum Islam
sama dengan konsep perlindungan anak pada umumnya
menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam masalah
perlindungan anak telah diatur sejak anak masih dalam
kandungan sampai anak dilahirkan. Adapun hak-hak anak
dalam Islam adalah hak ketika masih dalam kandungan,
hak nasab, hak memperoleh susuan, hak mendapatkan
perawatan dan pemeliharaan, hak mendapatkan pendidikan
keimanan, hak untuk hidup, hak pemberian nama baik dan

hak nafkah.

89
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3. Persamaan dan Perbedaan Undang-Undang RI No. 35
Tahun 2014 dan Hukum Islam

a. Persamaan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014

dengan Hukum Islam

1)

2)

3)

1)

Dalam hal keadilan sosial, Undang-Undang RI No.
35 Tahun 2014 dan Hukum Islam sama-sama
mengupayakan perlindungan terhadap anak
jalanan. Upaya perlindungan terhadap anak

jalanan untuk tercapainya keadilan sosial.

Dalam hal pendidikan UU RI No. 35 Tahun 2014
dan Hukum sama-sama mengedepankan masa
depan anak dengan pemberian pendidikan kepada

anak.

Dalam bidang keperdataan UU RI No. 35 Tahun
2014 dan Hukum Islam sama menekankan pada
kewajiban pemeliharaan dan perlindungan anak,
yang tidak hanya menjdi kewajiban orang tua saja,
melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat

sekitar.

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 dan
Hukum Islam sama-sama ingin melindungi hak
anak jalanan dan menjadikan anak jalanan kelak

bermanfaat bagi dirinya sendiri, nusa dan bangsa.
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b. Perbedaan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 dan

Hukum Islam

1)

2)

2)

Dalam Islam anak mendapatkan Hak Perlindungan
semenjak ia masih berada dalam kandungan,
sedangkan dalam prespektif Undang-Undang No.
35 Tahun 2014, anak mendapatkan hak

perlindungan mulai sejak ia sudah lahir ke dunia.

Perlindungan anak jalanan dalam Undang-Undang
RI No. 35 Tahun 2014 dalam bidang pendidikan
anak merupakan orang yang mendapatkan jaminan
9 (sembilan) tahun pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah. Sedangkan dalam prespektif Hukum Islam
perlindungan hak anak merupakan kewajiban bagi
orang tua dan kerabat keluarga yang lebih

diutamakan.
Dalam hak pengasuhan anak jalanan

Dalam pengasuhan anak, orang tua yang tidak
mampu atau tidak sanggup atau lalai dalam
memberikan pengasuhan, maka dalam Undang
Undang Perlindungan Anak akan dicabut dan
dalam prakteknya hak asuh tersebut akan
diberikan kepada orang lain atau lembaga
masyarakat atau pejabat yang berwenang

mengasuhnya. Sedangkan dalam hukum Islam



3)

B. SARAN
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apabila orang tua anak tidak mampu dan tidak
sanggup dalam memberikan pengasuhan kepada
anak, maka hak asuh anak diberikan kepada
keluarga terlebih dahulu dan lebih diprioritaskan
dari pihak perempuan.

Dalam lembaga perlindungan anak

Pemerintah dan Undang-Undang telah membentuk
sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI) yang bersifat independen  demi
terawasinya pemenuhan hak anak. Sedangkan
dalam hukum Islam tidak tercantum dan terbentuk
sebuah lembaga yang menangani khusus mengenai

anak-anak dan pemenuhan hak bagi mereka.

1. Kementerian Sosial Republik Indonesia harus mendapatkan

solusi yang baik mengenai penanganan anak jalanan yang

masih berkeliaran di jalanan, dengan memberikan mereka

fasilitas seperti dibangunkannya rumah singgah setiap

daerah dan memberikan peluang dan modal agar mereka

bisa bekerja tanpa berkeliaran di jalanan sehingga mereka

bisa memenuhi kebutuhan kehidupan mereka.

2. Pemerintah mendata anak yang turun ke jalanan, melalui

Dinas Sosial yang ada di tiap daerah untuk selanjutnya

dilakukan penyuluhan, dan sosialisasi tentang adanya

penanganan dan pengentasan anak jalanan agar mereka bisa
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mendapatkan haknya yaitu hak pendidikan dan hak

kesehatan yang mudah untuk diakses.

3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengawasi
terhadap anak-anak jalanan yang mendapatkan bantuan
secara intensif, agar bantuan itu digunakan secara benar

dan mereka tidak terjun lagi ke jalanan.

4. Untuk masyarakat untuk lebih peka dan peduli terhadap

anak-anak yang masih berkeliaran di jalanan.
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LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR’AN

Hal

Nomor

Footnote

Ayat Al-

Qur’an

Terjemahan

12

QS. At-
Tahrim (66):
6

Wahai  orang-orang  yang
beriman! Peliharalah dirimu
dan  keluargamudari  api
neraka yang bahan bakarnya
adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-
malaikat-malaikat yang kasar,
dan keras, yang tidak durhaka
kepada Allah terhadap apa
yang Dia perintahkan kepada
mereka dan selalu
mengerjakan apa  yang

diperintahkan.

58

QS, Al-
An’am (6):
112

Dan demikianlah untuk setiap
Nabi kami menjadikan musuh
yang terdiri dari setan-setan,

manusia dan jin.




58

QS. Al-Isra’
(17):70

Dan sungguh, kami telah
memuliakan ~ anak  cucu
Adam, dan kami angkut
mereka di darat dan di laut,
dan kami beri mereka rezeki
dari yang baik-baik dan kami
lebihkan mereka di atas
banyak makhluk yang kami
ciptakan dengan kelebihan

yang sempurna.

59

QS. An-Nisa
(4):9

Dan hendaklah takut (kepda
Allah)  orang-orang yang
sekiranya mereka
meninggalkan keturunan
yang lemah di belakang
mereka yang mereka
Khawatir terhadap
(kesejahteraan)nya. Oleh
sebab itu, hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah, dan
hendaklah mereka berbicara

dengan tutur kata yang benar.




62

13

QS. Al-Isra’
(17):31

Dan janganlah kamu
membunuh anak-anakmu
karena takut miskin. Kamilah
yang memberi rezeki kepada
mereka dan  kepadamu.
Membunuh  mereka itu
sungguh suatu dosa Yyang

besar.

64

15

QS. Al-
Ahzab (33):
5

Panggilah mereka (anak
angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka;
itulah yang adil di sisi Allah,
dan  jika kamu tidak
mengetahui  bapak mereka
maka (panggilah  mereka
sebagai) saudara-saudaramu
seagama dan maula-
maulamu. Dan tidak ada dosa
atasmu jika kamu khilaf
tentang itu, tetapi (yang ada
dosanya) apa yang disengaja
olen hatimu. Allah Maha
Pengampun, Maha

Penyayang.




66

20

QS. Al-
Lugman
(31):13

ketika
kepada

Dan (ingatlah)
Lugman  berkata
anaknya, ketika dia memberi
pelajaran kepadanya, “wahai
anakku! Janganlah engkau
menyekutukan Allah,
sesungguhnya

mempersekutukan (Allah
adalah benar-benar

kedzaliman yang besar).

67

21

QS. Al-
Lugman
(31): 17

Wabhai
Laksanakanlah

anakku!
shalat dan
suruhlah  (manusia berbuat
yang makruf dan cegahlah
(mereka) dari yang mungkar
dan bersabarlah terhadap apa
yang menimpamu,
sesungguhnya yang demikian
itu termasuk perkara yang
penting.

67

22

QS. Al-
Bagarah (2):
233

Dan hendaklah ibu-ibu

menyusui anak-anaknya
selama dua tahun penuh, bagi

yang ingin menyusui secara




sempurna.

69

24

QS. Al-
Qashash
(28): 8

Maka dia dipungut

keluarga Fir’aun

oleh




PRESIDEM
REPUBLIK INDORESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a

b.

C.

f.

g.

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesgahteraan tiap-tiap warga
negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat
harkat dan martabat sebagal manusia seutuhnya;

bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,
memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

bahwa agar setigp anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik
fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta
untuk mewujudkan kesgjahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-
haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesgjahteraan anak diperlukan dukungan
kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya,;

bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara
khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, ¢, d, e, dan f perlu ditetapkan
Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat

1.

2.

3.

Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang K esegjahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun
1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3277);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138
Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182
Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of
Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesual
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri
dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis
lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan dergjat ketiga.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu
angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai
orang tua terhadap anak.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental,
spiritual, maupun sosial.

Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisk dan/atau mental
sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secarawgjar.

Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau
memiliki potens dan/atau bakat istimewa.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang
tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan
membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan
putusan atau penetapan pengadilan.

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan,
pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu
orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secarawagjar.

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,
melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan
kemampuan, bakat, serta minatnya.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi
oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisas sosial dan/atau
organisasi kemasyarakatan.

Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat,
anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak
korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,
anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporas.

Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB |1
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a
b.
C.
d.

non diskriminasi;

kepentingan yang terbaik bagi anak;

hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
penghargaan terhadap pendapat anak.



Pasal 3
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sgjahtera.

BAB |11
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 4
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesual
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Pasal 5
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagail identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya
sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau
anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh
atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan

fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat
juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan
juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setigp anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan

informasi sesual dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuali dengan

nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
Pasal 11

Setiap anak berhak untuk berigtirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang

sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya

demi pengembangan diri.
Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan

taraf kesgjahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung
jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

diskriminasi;

eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

penelantaran;

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan

hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan

merupakan pertimbangan terakhir.

Cap oo



Pasal 15
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
e. pelibatan dalam peperangan.
Pasal 16
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan
hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
Pasal 17
(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya
hukum yang berlaku; dan
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak
memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan
hukum berhak dirahasiakan.
Pasal 18
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan
bantuan lainnya.
Pasal 19
Setiap anak berkewajiban untuk :
a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
C. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian K esatu
Umum

Pasal 20
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara dan Pemerintah

Pasal 21
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi
setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,
status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
Pasal 22
Negara dan pemerintah berkewgjiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan
prasarana dalam penyel enggaraan perlindungan anak.
Pasal 23
(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesgjahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum
bertanggung jawab terhadap anak.
(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.



Pasal 24
Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat
sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab M asyarakat
Pasal 25
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan
peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian K eempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan Orang Tua
Pasal 26
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tuatidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak
dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN ANAK

Bagian K esatu
I dentitas Anak

Pasal 27

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau
membantu proses kelahiran.

(4) Dadam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui
keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang
yang menemukannya.

Pasal 28

(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya
diselenggarakan serendah-rendahnya padatingkat kelurahan/desa.

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagai mana dimaksud
dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari
Perkawinan Campuran

Pasal 29
(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara
asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari
ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak
untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari
kedua orang tuanya.



(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum
mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi
kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status
kewarganegaraan Republik I ndonesia bagi anak tersebut.

BAB VI
KUASA ASUH
Pasal 30

(1) Dalam ha orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalakan kewajibannya,
terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dergjat ketiga, dapat mengajukan
permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa
asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan dergjat ketiga, tidak
dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat juga digjukan oleh pegabat yang berwenang atau lembaga lain yang
mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang
perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang
bersangkutan.

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus
seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32
Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat
ketentuan :
a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
c. batas waktu pencabutan.

BAB VII
PERWALIAN
Pasal 33
(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat
tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat
ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan
pengadilan.
(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama
yang dianut anak.
(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik
anak yang bersangkutan.
(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34
Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat
mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk
kepentingan yang terbaik bagi anak.
Pasal 35
(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak
tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai
kewenangan untuk itu.
(2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak
sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
(8) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan
Pasal 36



(1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum
atau menyal ahgunakan kekuasaannya sebagal wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk
orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak
Pasal 37

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anaknya secarawajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang
mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh
harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

(4) Daam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka
pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan
kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan
bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan
memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara
optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak
Pasal 39
(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan
dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah
antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas
penduduk setempat.
Pasal 40
(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang
tua kandungnya.
(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
Pasal 41
(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengangkatan anak.
(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Bagian K esatu
Agama



Pasal 42
(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang
tuanya
Pasal 43
(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosia menjamin
perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan gjaran agama bagi anak.

Bagian Kedua
K esehatan
Pasal 44

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang
komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh dergjat kesehatan yang optimal sejak dalam
kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar
maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak
dalam kandungan.

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya

(3) Kewagjiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari
penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tuawajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ
tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan
anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua
dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian K etiga
Pendidikan
Pasal 48
Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
Pasal 50
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :
a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik
sampal mencapai potensi mereka yang optimal;
b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;



c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya
sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan
peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

d. persigpan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan

e. pengembangan rasa hormat dan cintaterhadap lingkungan hidup.

Pasal 51
Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas
untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
Pasal 52
Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh
pendidikan khusus.
Pasal 53
(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma
atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang
bertempat tinggal di daerah terpencil.
(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong
masyarakat untuk berperan aktif.
Pasal 54
Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan
oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga
pendidikan lainnya.

Bagian K eempat
Sosial
Pasal 55

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam
lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh
lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan
lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan
berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan

membantu anak, agar anak dapat :

a. berpartisipas;

b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan
anak;

d. bebas berserikat dan berkumpul;

e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan

f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat
kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan
anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewgjibannya, maka lembaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan

permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat
penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima
Perlindungan K husus
Pasal 59



Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan
perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak
dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak
yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah
dan penelantaran.
Pasal 60
Anak dalam situasi darurat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:
anak yang menjadi pengungsi;
anak korban kerusuhan;
anak korban bencana alam; dan
anak dalam situasi konflik bersenjata.
Pasal 61
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf
adilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
Pasal 62
Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik
bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf ¢, dan huruf d, dilaksanakan melalui:
a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan,
kesehatan, belgjar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami
gangguan psikososial.

op o

Pasal 63
Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan
membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.
Pasal 64
(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
C. penyediaan saranadan prasarana khusus;
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan
dengan hukum;
f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari
labelisasi.
(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. upayarehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari

labelisasi;

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun
sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati
budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan
bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk
menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan gjaran agamanya, dan menggunakan
bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.



(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan melalui :
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya
masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi
dan/atau seksual.
(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 67
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam
produks dan digtribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan
rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
Setigp orang dilarang dengan senggja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan
anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagai mana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan,
perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi
kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak
korban tindak kekerasan; dan

pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan kekerasan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
dilakukan melalui upaya :
perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh

mungkin dan pengembangan individu.

Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara
diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang
menyandang cacat.

Pasal 71

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh
pemerintah dan masyarakat.

Setigp orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam
situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X
PERAN MASYARAKAT
Pasal 72

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan
anak.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan,
lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73
Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Pasal 74
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang
ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesiayang bersifat independen.
Pasal 75

(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang
wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh
agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi,
lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap
perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat,
melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak;

memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka
perlindungan anak.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :
a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil
maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik
fisik, mental, maupun sosial,
c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 78
Setiap orang yang mengetahui dan sengga membiarkan anak dalam sSituasi darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Pasal 79
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 80
(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan
terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dar/atau
denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).



(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang
dengan senggja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setigp orang yang dengan sengagja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk

dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)

tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak

untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
Pasal 85

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00
(tigaratusjuta rupiah).

(2) Setigp orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan
tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan
anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang
terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau

patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama
yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan

dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang

mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan

diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
Pasal 89

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan
anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua



puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan
anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80,
Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89
dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang
dijatunkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan undang-undang ini.

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92
Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak
Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93
Undang-undang ini mula berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARISNEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
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Ttd.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin
kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk
perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak
asasi manusia;

b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan  berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda
penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran
strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib
dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak
manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran
hak asasi manusia;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan
terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

e. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat
(2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .
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Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan
angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16
disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan
ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal
1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.

2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat . . .
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dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keluarga adalah unit terkecil dalam
masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau
suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,
atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai
dengan derajat ketiga.

Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung,
atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau
ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam
kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh
sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi
kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental,
spiritual, maupun sosial.

Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang
memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual,
atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap
masyarakatnya dapat menemui hambatan yang
menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan
efektif berdasarkan kesamaan hak.

Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang
mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki
potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas
pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada
bidang lain.

Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan
dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua,
Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung
jawab  atas  perawatan, pendidikan, dan
membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan
Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan
putusan atau penetapan pengadilan.

Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh
seseorang atau lembaga untuk diberikan
bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan,
dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah

Satu ...
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satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin
tumbuh kembang Anak secara wajar.

Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk
mengasuh, mendidik, memelihara, membina,
melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak
sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai
dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia
yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh
Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara,
pemerintah, dan pemerintah daerah.

Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga,
kelompok, dan organisasi sosial dan/atau
organisasi kemasyarakatan.

Pendamping adalah  pekerja  sosial yang
mempunyai  kompetensi profesional dalam
bidangnya.

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk
perlindungan yang diterima oleh Anak dalam
situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan
jaminan rasa aman terhadap ancaman yang
membahayakan diri dan jiwa dalam  tumbuh
kembangnya.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau
penelantaran, termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan
walikota serta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan.

2. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut
agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang

Tua atau Wali

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara
ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1)  Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan
pengajaran  dalam = rangka = pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

dengan minat dan bakat.

(la) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan
di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan
Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau
pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (la), Anak
Penyandang Disabilitas berhak memperoleh
pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki
keunggulan berhak mendapatkan pendidikan
khusus.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12
Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak
memperoleh  rehabilitasi, bantuan  sosial, dan

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat
(2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 ........
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Pasal 14

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang
Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau
aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik
bagi Anak dan merupakan pertimbangan

terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi
secara tetap dengan kedua Orang Tuanya,;

b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan,
pendidikan dan perlindungan untuk proses
tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya
sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya,;

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua
Orang Tuanya; dan

d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni
huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan
dari:
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d

pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
Kekerasan;

e. pelibatan dalam peperangan; dan

f. kejahatan seksual.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,
Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
Perlindungan Anak

8. Ketentuan . . .
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8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21
(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab

menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status
hukum, wurutan kelahiran, dan kondisi fisik
dan/atau mental.

(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara
berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan
menghormati Hak Anak.

(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
berkewajiban dan bertanggung jawab dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di
bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan
melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan
mendukung kebijakan nasional dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat diwujudkan melalui upaya daerah
membangun kabupaten/kota layak Anak.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan
kabupaten/kota layak Anak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan
Presiden.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 . ..
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Pasal 22
Negara, Pemerintah, dan  Pemerintah  Daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan
dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber
daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan
Anak.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 23

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan
kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak
dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain
yang secara hukum bertanggung jawab terhadap
Anak.

(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin
Anak  untuk  mempergunakan  haknya = dalam
menyampaikan pendapat sesuai dengan wusia dan
tingkat kecerdasan Anak.

Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat
(2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat
terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan
melalui kegiatan peran Masyarakat dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan melibatkan organisasi
kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat ... .
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Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf,
yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan
melindungi Anak;

b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia
Anak; dan

d. memberikan  pendidikan  karakter dan

penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak
diketahui keberadaannya, atau karena suatu
sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan
tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27
(1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak
kelahirannya.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat
keterangan dari orang yang menyaksikan
dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak
diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui
keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk
Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang
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yang menemukannya dan dilengkapi berita acara

pemeriksaan kepolisian.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28
(1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh
instansi  yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang administrasi
kependudukan.
(2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling

rendah pada tingkat kelurahan/desa.

(3)  Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.

(5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat
pembuatan akta kelahiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal
33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33
(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak
dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
seseorang atau badan hukum yang memenuhi
persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari
Anak yang bersangkutan.

(2)  Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
penetapan pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama
yang dianut Anak.

(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib
mengelola harta milik Anak yang bersangkutan

untuk . ..
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untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata
cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38A
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di
antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal
39 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39
(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan
untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan
dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah
antara Anak yang diangkat dan Orang Tua
kandungnya.

(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran,
dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

(3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan
agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.

(4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing
hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya,
orang yang akan mengangkat Anak tersebut
harus menyertakan identitas Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

(5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama
Anak... . ..
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Anak disesuaikan dengan agama mayoritas

penduduk setempat.

Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat
melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pengangkatan Anak.

Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaaan
pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43
(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan
lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak

dalam memeluk agamanya.

(2)  Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan

ajaran agama bagi Anak.

24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 44
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan
upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak
agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan
yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya
kesehatan secara komprehensif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran
serta Masyarakat.

(3) Upaya . . .
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(3) Upaya kesehatan yang komprehensif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
upaya  promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan
dasar maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga
yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah,
sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 45
(1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab
menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak
dalam kandungan.

(2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak
mampu melaksanakan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 45A
Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak
yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan
dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B
(1)  Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan
Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan
yang mengganggu kesehatan dan tumbuh

(kembang . . .
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kembang Anak.

Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus
melakukan aktivitas yang melindungi Anak.

Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan

Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir

terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan

hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 47
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib
melindungi Anak dari upaya transplantasi organ
tubuhnya untuk pihak lain.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib

melindungi Anak dari perbuatan:

a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau
jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan

kesehatan Anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak;

dan

c. penelitian kesehatan yang menggunakan
Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin
Orang Tua dan tidak mengutamakan
kepentingan yang terbaik bagi Anak.

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 48
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9

(sembilan) tahun untuk semua Anak.

30. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 49
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan
Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 51
Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan
dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan
inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 53

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab untuk memberikan biaya pendidikan
dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan
khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu,
Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal
di daerah terpencil.

(2)  Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk pula mendorong Masyarakat untuk
berperan aktif.

Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan
ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan
pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari
tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual,
dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh
pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta
didik, dan/atau pihak lain.

(2)  Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan,
aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 55. ..
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Pasal 55
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan
rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam
lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan  pemeliharaan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan
perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah
dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama
dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan
perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial.

35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 56
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan
wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar
Anak dapat:

a. berpartisipasi;

bebas menyatakan pendapat dan berpikir

sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis
sesuai dengan tahapan usia dan

perkembangan Anak;
d. bebas berserikat dan berkumpul,;

e. bebas Dberistirahat, bermain, berekreasi,

berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan

f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi

syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikembangkan dan disesuaikan dengan usia

Anak . ..
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Anak, tingkat kemampuan Anak, dan
lingkungannya agar tidak menghambat dan
mengganggu perkembangan Anak.

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 58
Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat
penampungan, pemeliharaan, dan perawatan
Anak Terlantar yang bersangkutan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga
yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 59
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga

negara lainnya berkewajiban dan bertanggung

jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus

kepada Anak.

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Anak dalam situasi darurat;

b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual;

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya;

f. Anak yang menjadi korban pornografi;

Anak dengan HIV/AIDS;

h. Anak korban penculikan, penjualan,

0

dan/atau perdagangan;

i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;

j- Anak korban kejahatan seksual;

k. Anak korban jaringan terorisme;

1. Anak . ..
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1. Anak Penyandang Disabilitas;

m. Anak  korban perlakuan salah dan
penelantaran;

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
dan

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari

pelabelan terkait dengan kondisi Orang
Tuanya.

Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui

upaya:

a. penanganan Yyang cepat, termasuk pengobatan
dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial,
serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan
lainnya;

b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan
sampai pemulihan;

c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal
dari Keluarga tidak mampu; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada
setiap proses peradilan.

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 60
Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Anak yang menjadi pengungsi;

b. Anak korban kerusuhan;

c. Anak korban bencana alam; dan

d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Ketentuan Pasal 63 dihapus.

Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 64 . ..
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Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan

dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a. perlakuan secara manusiawi dengan
memperhatikan  kebutuhan sesuai dengan
umurnya;

b. pemisahan dari orang dewasa;

pemberian bantuan hukum dan bantuan lain
secara efektif;

d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;

pembebasan dari penyiksaan, penghukuman,
atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi
serta merendahkan martabat dan derajatnya;

f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati
dan/atau pidana seumur hidup;

g. penghindaran dari penangkapan, penahanan
atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan
dalam waktu yang paling singkat;

h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak
yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang
yang tertutup untuk umum;

1. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

j- pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan
orang yang dipercaya oleh Anak;

k. pemberian advokasi sosial;
L. pemberian kehidupan pribadi;

m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak
Penyandang Disabilitas;

n. pemberian pendidikan;
pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 65
Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok
minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan
prasarana dan sarana untuk dapat menikmati

budayanya . . .
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budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan

ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya
sendiri.

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 66
Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi
secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan
melalui:

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi
secara ekonomi dan/atau seksual,

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja,
lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat
dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak
secara ekonomi dan/atau seksual.

44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 67
Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam
produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya
pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A
Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh
pornografi dan mencegah akses Anak terhadap

informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B
(1)  Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi
korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui

upaya . . .
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upaya pembinaan, pendampingan, serta
pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

(2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan
sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan  ketentuan = peraturan = perundang-
undangan.

Pasal 67C
Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g
dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan,
pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 68
Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan,
penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan
melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan,
perawatan, dan rehabilitasi.

Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 69
Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik
dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

a. penyebarluasan dan  sosialisasi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang melindungi
Anak korban tindak Kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 69A
Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan
seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)
huruf j dilakukan melalui upaya:

a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai
agama, dan nilai kesusilaan;
b. rehabilitasi sosial;

c. pendampingan . .
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C. pendampingan psikososial pada saat pengobatan
sampai pemulihan; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada
setiap tingkat pemeriksaan mulai dari
penyidikan, penuntutan, sampai dengan

pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B
Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan
terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat

(2) huruf k dilakukan melalui upaya:

a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai
nasionalisme;

b. konseling tentang bahaya terorisme;

C. rehabilitasi sosial; dan

d. pendampingan sosial.

Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah
penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70
Perlindungan  Khusus bagi Anak Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat
2 huruf |l dilakukan melalui upaya:

a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan
martabat dan Hak Anak;

b. pemenuhan kebutuhan khusus;

C. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk
mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan
pengembangan individu; dan

d. pendampingan sosial.

Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71
Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan
salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya
pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling,

rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

51 Di antara . . .
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S51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat)

52.

53.

pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal
71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A
Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial
menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai
agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial,

dan pendampingan sosial.

Pasal 71B
Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban
stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi
Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling,
rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus
bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 71D
(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf
d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak
mengajukan ke pengadilan berupa hak atas
restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku
kejahatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IXA

PENDANAAN
Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 71E
(1)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab menyediakan dana penyelenggaraan

Perlindungan Anak . . .
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Perlindungan Anak.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber
dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan

c. sumber dana lain yang sah dan tidak
mengikat.

(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 72

(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan
Anak, baik secara perseorangan maupun
kelompok.

(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan,
lembaga perlindungan anak, lembaga
kesejahteraan sosial, organisasi

kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media
massa, dan dunia usaha.

(3) Peran Masyarakat @ dalam  penyelenggaran
Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan
edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan
perundang-undangan tentang Anak;

b. memberikan masukan dalam perumusan

kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;

c. melaporkan kepada pihak berwenang jika
terjadi pelanggaran Hak Anak;

d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan
reintegrasi sosial bagi Anak;

e. melakukan pemantauan, pengawasan dan

ikut bertanggungjawab terhadap

penyelenggaraan . . .
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penyelenggaraan Perlindungan Anak;
f. menyediakan sarana dan prasarana serta
menciptakan  suasana  kondusif untuk

tumbuh kembang Anak;

g. berperan aktif dengan menghilangkan
pelabelan negatif terhadap Anak korban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan

h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat
berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

(4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan cara mengambil langkah yang
diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing untuk membantu
penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(5)  Peran media massa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan
informasi dan materi edukasi yang bermanfaat
dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama,
dan kesehatan Anak dengan memperhatikan
kepentingan terbaik bagi Anak.

(6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan melalui:

a. kebijakan perusahaan yang berperspektif
Anak;

b. produk yang ditujukan untuk Anak harus
aman bagi Anak;

c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak
melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 73
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA . ..
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BAB XA

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN

S57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 73A
(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan
Perlindungan Anak, kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perlindungan Anak harus melakukan
koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 74
(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas
pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak
Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk
Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang
bersifat independen.

(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat
membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah
atau lembaga lainnya yang sejenis untuk
mendukung pengawasan penyelenggaraan
Perlindungan Anak di daerah.

59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 75
(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak
Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1
(satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang
anggota.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud
dalam ayat . . .
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dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah,
tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok

masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan
Anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan
organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan

diatur dengan Peraturan Presiden.

60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;

b. memberikan masukan dan usulan dalam
perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan

Perlindungan Anak.

c. mengumpulkan data dan informasi mengenai

Perlindungan Anak;

d. menerima dan melakukan penelaahan atas
pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak
Anak;

e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak
Anak;

f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang
dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak;
dan

g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang
adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-

Undang ini.

61.Di antara. . .
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Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

LARANGAN

Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh)

pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D,

Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I,

dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang
mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik
materiil maupun moril sehingga menghambat
fungsi sosialnya; atau

b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas
secara diskriminatif.
Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi
perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau
ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau
ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan penculikan, penjualan, dan/atau
perdagangan Anak.

Pasal 76G . . .
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Pasal 76G
Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk
menikmati budayanya  sendiri, mengakui dan
melaksanakan ajaran agamanya dan/atau
menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan
akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H
Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak
untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan
membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 761
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual terhadap Anak.

Pasal 76J
(1)  Setiap Orang  dilarang  dengan sengaja
menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan Anak dalam

penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi
narkotika dan/atau psikotropika.

(2)  Setiap Orang  dilarang dengan sengaja
menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan Anak dalam

penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi
alkohol dan zat adiktif lainnya.

Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 77
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 77A
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan
aborsi terhadap Anak yang masih dalam
kandungan dengan alasan dan tata cara yang

tidak . . .
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tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 80
Setiap Orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda
paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua
juta rupiah).

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama S (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) apabila yang melakukan

penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 81 . ..
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Pasal 81

Setiap orang yang melangggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang
dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali,
pengasuh  Anak, pendidik, atau tenaga
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 82
Setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali,
pengasuh  Anak, pendidik, atau tenaga
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana

penjara . . .



69.

70.

71.

72.

- 32 -
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 87
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76l, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 89

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1),
dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
S5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana . . .
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 91A
Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan
hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak
mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara,
setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh
dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk
itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan
Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa
perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya
hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan
pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-
undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.
Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak
Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden
Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The
Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan
Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin
terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan
jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang
sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga
dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh
Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu
penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah
mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain
persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari
kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual,

Anak . ..
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Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi
pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak
yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik
bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh
dan berkembang. Dalam pelaksanaanya Undang-Undang tersebut telah
sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia
memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum
dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih
antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak.
Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah
satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku
kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak
diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan
Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi
pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan
efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan
kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku
kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban
dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku

kejahatan yang sama.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 6
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada
Anak dalam rangka mengembangkan  kreativitas dan
intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia
Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa

pengembangan . . .
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pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam
bimbingan Orang Tua atau Walinya.

Angka 3

Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 12
Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Angka 5
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan
akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak
menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang
Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar
negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau
dipenjara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat
langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan
Anak secara fisik dan psikis.
Angka 7
Pasal 20
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 21
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 22
Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana’,
misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah

Ibadah . ..
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ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat

rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk

optimalisasi

Perlindungan Anak yang ada di daerah.

Angka 11
Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 33
Ayat (1)

dari

Cukup jelas.

Ayat (2)

unit

pelaksana

teknis

penyelenggaraan

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah

Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan

Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19 ...
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Angka 19
Pasal 38A
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2a)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (4a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan
bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan
oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau
kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan
penelitian yang sungguh-sungguh.
Angka 21
Pasal 41
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 41A
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 43
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 44
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 45
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 45A

Cukup jelas . ..
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Cukup jelas.
Pasal 45B
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 46
Penyakit yang mengancam  kelangsungan hidup dan
menimbulkan kecacatan, misalnya Human Immunodeficiency
Virus (HIV) atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS),
Tuberculosis (TBC), kusta, dan polio.
Angka 28
Pasal 47
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 48
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 49
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 51
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 53
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan”
adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses
pendidikan.
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas
keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas
kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui
sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa
di luar lembaga adalah sistem asuhan

Keluarga . . .
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Keluarga/perseorangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 56
Cukup jelas.
Angka 36
Pasal 58
Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 59
Cukup jelas.
Angka 38
Pasal 59A
Cukup jelas.
Angka 39
Pasal 60
Cukup jelas.
Angka 40
Pasal 63
Dihapus.
Angka 41
Pasal 64
Cukup jelas.
Angka 42
Pasal 65
Cukup jelas.
Angka 43
Pasal 66
Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah
tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan

atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau

memanfaatkan . . .
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memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain
untuk mendapatkan keuntungan materiil.
Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah
segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ
tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk
tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan
pencabulan.

Angka 44

Pasal 67
Cukup jelas.
Angka 45
Pasal 67A
Cukup jelas.
Pasal 67B
Cukup jelas.
Pasal 67C
Cukup jelas.
Angka 46
Pasal 68
Cukup jelas.
Angka 47
Pasal 69
Cukup jelas.
Angka 48
Pasal 69A
Cukup jelas.
Pasal 69B
Cukup jelas.
Angka 49
Pasal 70
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan khusus”
meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Angka 50 . ..
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Angka 50
Pasal 71
Cukup jelas.
Angka 51
Pasal 71A
Cukup jelas.
Pasal 71B
Cukup jelas.
Pasal 71C
Cukup jelas.
Pasal 71D
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti
kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas
kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban
atau ahli warisnya.
Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang
berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 52
Cukup jelas.
Angka 53
Pasal 71E
Cukup jelas.
Angka 54
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah
penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan
perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk

menghindari . . .
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menghindari labelisasi.
Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak
(surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio,
televisi, film, video), media teknologi informasi dan
komunikasi (laman/website, portal berita, blog, media
sosial).
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang
berperspektif Anak” antara lain:
a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
b. menyiapkan layanan ruang laktasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Angka 55
Pasal 73
Cukup jelas.
Angka 56
Cukup jelas.
Angka 57
Pasal 73A
Ayat (1)
Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak
Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang peduli
terhadap Anak, dan kepolisian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 58
Pasal 74
Cukup jelas.
Angka 59
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam

ayat) . . ....
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ayat ini termasuk tokoh adat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Peraturan
Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.
Angka 60
Pasal 76
Cukup jelas.
Angka 61
Cukup jelas.
Angka 62
Pasal 76A
Cukup jelas.
Pasal 76B
Cukup jelas.
Pasal 76C
Cukup jelas.
Pasal 76D
Cukup jelas.
Pasal 76E
Cukup jelas.
Pasal 76F
Cukup jelas.
Pasal 76G
Cukup jelas.
Pasal 76H
Cukup jelas
Pasal 761
Cukup jelas.
Pasal 76J
Cukup jelas.
Angka 63
Pasal 77
Cukup jelas.
Angka 64
Pasal 77A
Cukup jelas.
Pasal 77B
Cukup jelas.

Angka 65 . ..
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Angka 65
Pasal 80
Cukup jelas.
Angka 66
Pasal 81
Cukup jelas.
Angka 67
Pasal 82
Cukup jelas.

Angka 68
Pasal 83
Cukup jelas.
Angka 69
Pasal 86A
Cukup jelas.
Angka 70
Pasal 87
Cukup jelas.
Angka 71
Pasal 88
Cukup jelas.
Angka 72
Pasal 89
Cukup jelas.
Angka 73
Pasal 91A
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
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